BAB VI
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis

sistem pengendalian intern atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat

disimpulkan bahwa : pengendalian intern atas pelaksanaan pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah

masih ditemukan beberapa kelemahan antara lain :

1.

Pada lingkungan pengendalian struktur organisasi pada Badan Keuangan
Daerah, masih terdapat perangkapan tugas dan jabatan serta tidak adanya

pelatihan khusus untuk pegawai yang baru.

. Penilaian resiko pada Badan Keuangan Daerah yaitu kurangnya survey

yang dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah yang
mengakibatkan tidak terdatanya wajib pajak atau objek pajak baru

sehingga jumlah wajib pajak tidak mencapai maksimal.

. Kegiatan pengendalian dalam hal ini pimpinan Badan Keuangan Daerah

sudah menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk mewujudkan
kebijakan yang baik, pengendalian ini diterapkan untuk mencapai standart
kinerja instansi serta mengurangi terjadinya kesalahan. Seperti sistem yang
sudah terorganisir dengan baik, sehingga petugas dapat mengetahui wajib

pajak yang belum membayar kewajibannya. Tetapi kegiatan pengendalian

91



sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena tidak adanya pelatihan
khusus untuk setiap pegawai baru.

4. Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, Badan
Keuangan Daerah Kota Kupang melakukan pengumuman di radio dan di
setiap kelurahan agar bisa meminimalisir wajib pajak yang lupa untuk
membayar kewajibannya. Tetapi masih kurangnya komunikasi antara
petugas pajak dengan kepala kelurahan pada saat pendistribusian SPPT.

5. Pengendalian intern di Badan Keuangan Daerah khusus pemungutan masih
lemah ini dibuktikan dengan ada beberapa koordinator dari petugas
pengawasan yang melakukan pengawasan di dua kecamatan sekaligus.

1.2 Saran
Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis melakukan beberapa saran
yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan yaitu :

1. Fungsi dan tugas dari seluruh struktur organisasi dan job discription yang
ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang harus berjalan sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjalankan fungsi
pemungutan dan pelayanan sehingga tidak adanya perangkapan tugas dan
jabatan.

2. Didalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebaiknya harus ada petugas
lapangan supaya bisa melakukan survey, sehingga tidak ada wajib

pajak/objek pajak baru yang tidak terdata
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3. Sebaiknya para pegawai harus ada pelatihan khusus mengenai Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4. Petugas pemungut di Badan Keuangan Daerah pada saat melakukan
pendistribusian SPPT harus ada konfirmasi kembali kepada kepala
kelurahan sehingga SPPT sampai ke tangan wajib pajak

5. Harus ada pembagian masing-masing koordinator untuk pengawas
lapangan, sehingga tidak ada petugas koordinator yang berperan sebagai

pengawas di dua kecamatan yang berbeda
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